
 

1 Catatan Berita – UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Timur Tahun 2024 

Peningkatan Jalan di Perkotaan 

Sudah 88 Persen Mulus 

 

   

Sumber gambar : Metro Bisnis, 16 Januari 2024  

 

TANA PASER – Jalan perkotaan di Kelurahan Tanah Grogot dan sekitarnya jadi salah 

satu prioritas Pemkab Paser selama peningkatan infrastruktur tahun lalu. Progresnya dari 

seluruh ruas sudah 88 persen. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

(DPUTR) Paser, Asnawi, mengatakan selain di seluruh titik kota, peningkatan jalan juga 

mencakup Jalan Yos Sudarso sampai Desa Rantau Panjang. 

Asnawi menyebut, ini adalah bagian visi-misi kepala daerah dalam peningkatan 

infrastruktur jalan demi kesejahteraan masyarakat. Perbaikan jalan perkotaan berdampak 

pada perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Paser. 

"Pekerjaan jalan di kota ini menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

meskipun pekerjaan tersebut memiliki tingkat risiko sedang," kata Asnawi, Senin (15/1). 

Asnawi mengakui terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti curah hujan tinggi. Ini 

menjadi tantangan utama dalam proyek peningkatan jalan. 

"Banyak juga kegiatan ini dianggarkan di APBD Perubahan 2023, jadi upaya maksimal 

dilakukan untuk memitigasii dampak dari faktor cuaca," kata Asnawi. 

Peningkatan jalan ini adalah ruas jalan umum di sekitar kota yang statusnya milik 

kabupaten. Sementara ruas jalan milik provinsi atau pusat dianggarkan oleh pemerintah 

terkait. (jib/far/k8) 

 

 



 

2 Catatan Berita – UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Timur Tahun 2024 

Sumber berita: 

1. Metro Bisnis, Peningkatan Jalan di Perkotaan Sudah 88 Persen Mulus, 16/01/24 

 

Catatan: 

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 

Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004), jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan 

bagi lalu lintas umum. 

2. Dalam Pasal 33 ayat (1) UU 38/2004 diatur bahwa anggaran pembangunan jalan 

umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan 

Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya. 

3. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) UU 38/2004 dinyatakan bahwa pembangunan 

jalan umum ditujukan guna mencapai kondisi baik fungsi dan berdaya saing, baik 

untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, maupun jalan 

desa. 

 
i Dikutip dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mitigasi, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), mitigasi adalah tindakan mengurangi dampak bencana. 

 


